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ABSTRACT 

Electoral dispute resolution is a crucial aspect in maintaining democratic integrity. 
This comparative study analyzes fundamental differences between electoral dispute resolution 
systems in Indonesia through the Constitutional Court and Uruguay through La Corte 
Electoral, focusing on institutional design and operational effectiveness.The research employs 
doctrinal legal methodology with comparative and historical approaches, supported by 
comprehensive literature review from primary and secondary sources. Uruguay's La Corte 
Electoral, operational since 1924, demonstrates a unique model by integrating regulatory 
and adjudicative functions within a single autonomous institution. This system differs from 
Indonesia's, which separates these functions between the Election Commission (KPU), 
Election Supervisory Body (Bawaslu), and Constitutional Court. In-depth analysis reveals 
that Uruguay's model offers several significant advantages: first, institutional continuity 
enabling accumulation of experience and expertise; second, integration of functions resulting 
in more effective coordination; and third, structural independence strengthening decision 
legitimacy. These factors contribute to Uruguay's long-term democratic stability. Based on 
these findings, the research recommends institutional reform in Indonesia through the 
establishment of a permanent specialized electoral court. This transformation must consider 
Indonesia's socio-political characteristics, including geographical complexity, demographic 
diversity, and local political dynamics. Implementation should be conducted gradually, 
addressing regulatory aspects, institutional capacity, and accountability mechanisms.Practical 
implications include the need for constitutional amendments, human resource capacity 
development, and strengthening of legal infrastructure. The theoretical contribution of this 
research enriches discourse on electoral judicial institutional design in the context of 
developing democracies. 
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ABSTRAK 

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum merupakan aspek krusial dalam menjaga 
integritas demokrasi. Studi komparatif ini menganalisis perbedaan fundamental antara sistem 
penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi dan Uruguay melalui La 
Corte Electoral, dengan fokus pada desain kelembagaan dan efektivitas operasionalnya.Penelitian 
menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan komparatif dan historis, didukung oleh 
studi literatur komprehensif dari sumber-sumber primer dan sekunder. La Corte Electoral 
Uruguay, yang telah beroperasi sejak 1924, menunjukkan model unik dengan mengintegrasikan 
fungsi regulasi dan adjudikasi dalam satu institusi otonom. Sistem ini berbeda dengan Indonesia 
yang memisahkan fungsi tersebut antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Analisis 
mendalam mengungkapkan bahwa model Uruguay menawarkan beberapa keunggulan signifikan 
pertama, kontinuitas kelembagaan yang memungkinkan akumulasi pengalaman dan expertise; 
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kedua, integrasi fungsi yang menghasilkan koordinasi lebih efektif; dan ketiga, independensi 
struktural yang memperkuat legitimasi keputusan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada stabilitas 
demokrasi Uruguay dalam jangka panjang.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian 
merekomendasikan reformasi kelembagaan di Indonesia melalui pembentukan pengadilan pemilu 
khusus yang bersifat permanen. Transformasi ini perlu mempertimbangkan karakteristik sosio-
politik Indonesia, termasuk kompleksitas geografis, keragaman demografis, dan dinamika politik 
lokal. Implementasi harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek regulasi, 
kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas. Implikasi praktis meliputi perlunya 
amendemen konstitusional, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur hukum. 
Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya diskursus tentang desain kelembagaan peradilan 
pemilu dalam konteks demokrasi berkembang. 

 
Kata Kunci: Demokrasi; La Corte Electoral; Mahkamah Konstitusi; Pemilu; Penyelesaian Sengketa 
 

Pendahuluan  
Penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga 

integritas dan legitimasi proses demokrasi di suatu negara. Dalam konteks ini, lembaga yang 

berwenang untuk menangani sengketa pemilu menjadi indikator penting dalam menilai 

kualitas sistem pemilu suatu negara (Dharma et al., 2020; Erwinsyahbana, 2018; 

Mukarromah & Diniyanto, 2023; Reynolds et al., 2016; Satriawan et al., 2012; Zuhro, 2019). 

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menyelesaikan 

sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Uruguay, sebagai salah satu negara 

dengan tradisi demokrasi yang mapan, mengandalkan La Corte Electoral sebagai lembaga 

independen yang bertugas mengatur dan menyelesaikan sengketa pemilu. Bahkan, La Corte 

Electoral disebut sebagai "cabang kekuasaan ke-empat negara" (Anindyajati et al., 2022; 

Hamidi, 2006; Ramadani & Diniyanto, 2023; Wicaksana, 2017; Wicaksono & Ayutama, 

2015). Entitas tersebut memiliki wewenang untuk mengendalikan semua aspek 

penyelenggaraan pemilu, termasuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terkait 

dengan proses tersebut (Alfauzi & Effendi, 2020; Arbani, 2016; Firdaus & Rudiadi, 2023; 

Iswandi & Prasetyoningsih, 2020; Kurnianingrum, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2018; 

Staino, 2006). 

Data dari Barometer of the Americas 2023 menunjukkan bahwa Uruguay memiliki 

penilaian tertinggi (75%) dalam persepsi integritas pemilu di kawasan Amerika, yang 

mencerminkan keberhasilan La Corte Electoral dalam menjaga keadilan dan transparansi 

dalam proses pemilu. Meskipun masih ada tantangan baru, namun La Corte Electoral tetap 

mendapat kepercayaan publik yang tinggi dalam mengelola sengketa dan persoalan pemilu. 
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Dengan adanya data, pengakuan pihak-pihak terkait, serta kepercayaan publik yang tinggi 

tersebut, maka hal ini menjadi bukti yang melandasi pemilihan Uruguay sebagai negara yang 

akan dibandingkan karena dinilai berhasil dalam mengelola sengketa pemilu melalui 

keberadaan La Corte Electoral sebagai lembaga pemilu yang solid dan terpercaya (Guedes, 

n.d.). 

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilu, terutama setelah beberapa kasus negatif yang melibatkan hakim MK. 

Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai pengaturan lembaga 

penyelesaian sengketa hasil pemilu di kedua negara (Alsyam, 2023; ARUNDE, 2024; 

Asshiddiqie & Safa’at, 2006; Diniyanto, 2023b, 2023a; Muhtada & Diniyanto, 2021; Ulum 

& Diniyanto, 2024). 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan lembaga penyelesaian 

sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, dengan fokus pada struktur, kewenangan, 

dan mekanisme yang diterapkan oleh MK dan La Corte Electoral. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang 

hukum tata negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di Indonesia 

dengan mengadopsi praktik terbaik dari Uruguay (Navatta, 2007; Suparto et al., 2023). 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas urgensi pembentukan lembaga 

peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, seperti yang dilakukan 

oleh (Pratama et al., 2021) dan (Aris, 2022) yang menekankan perlunya model peradilan 

yang lebih independen dan permanen. Namun, penelitian ini akan melengkapi kajian 

tersebut dengan analisis komparatif yang lebih mendalam antara Indonesia dan Uruguay, 

serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi terhadap 

keterbatasan yang ada dalam pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di 

Indonesia. 

 

Metode 

Penelitian Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

Objek kajian penelitian ini adalah perbandingan hukum (Diniyanto, Hartono, et al., 

2021; Diniyanto, 2022b, 2024; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 
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2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2015). Fokusnya pada analisis peraturan 

perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia dan Uruguay. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum komparatif, yang bertujuan untuk 

membandingkan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di kedua negara. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang 

diperoleh melalui studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan 

dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan 

pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay. 

Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, 

melakukan dokumenter dengan mengumpulkan dan menginventarisir catatan, transkip 

buku, serta dokumentasi lain yang terkait dengan topik penelitian. Data-data tersebut 

kemudian disistematisasi, diklasifikasi, dan dikategorisasi sesuai kebutuhan (Muhaimin, 

2020).  

Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara memverifikasi 

informasi dari berbagai sumber yang berbeda, serta memastikan bahwa data yang 

digunakan adalah data yang terbaru dan relevan. Selain itu, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang mengedepankan penalaran deduktif 

(Bachri, 2010; Diniyanto, 2021, 2022a; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & 

Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Mekarisce, 2020; Miles et al., 2016; Miles & 

Huberman, 1992, 1994; Nurfajriani et al., 2024; Sugiyono, 2013; Susanto et al., 2023; 

Suteki, 2020) untuk menarik kesimpulan dari perbandingan yang dilakukan. Metode 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan 

Uruguay, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem di Indonesia 

berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan di Uruguay. 

 

Pembahasan  

1. Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu   

Indonesia dengan Uruguay 

Pengertian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan lembaga 

penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay memiliki kesamaan dan 
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perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai 

lembaga yang menangani sengketa hasil pemilu dengan kewenangan yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. MK memiliki kewenangan untuk menguji 

undang-undang, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, dan menyelesaikan 

sengketa kewenangan antar lembaga negara. Keputusan yang diambil oleh MK 

bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

terlibat (Ari et al., 2024) 

Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab untuk menangani sengketa 

hasil pemilu, termasuk dalam kasus Pilpres 2024 yang melibatkan pasangan calon 

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam 

proses ini, MK menerima sejumlah amicus curiae, yaitu pendapat dari pihak ketiga, yang 

menciptakan preseden baru dalam sejarah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. 

Keputusan yang diambil oleh MK dalam kasus ini tidak hanya akan mempengaruhi 

hasil pemilu, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat legitimasi proses 

demokrasi di negara ini (Indonesia, n.d.). 

Namun Praktik overruling oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia kadang 

dilakukan untuk memperbaiki putusan sebelumnya demi menegakkan asas supremasi 

konstitusi. Praktik overruling ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, 

yang memberikan kerangka hukum bagi MK untuk melakukan interpretasi konstitusi. 

Hal ini didukung oleh teori Calabresi, yang menyatakan bahwa hakim konstitusi 

memiliki kebebasan dalam melakukan interpretasi selama tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 (Rauta et al., 2018) 

MK, sebagai lembaga yang dihormati, memiliki kewenangan yang luas dan 

berpengaruh. Namun, kenyataannya, MK tidak terlepas dari masalah yang dihadapi 

oleh lembaga negara lainnya. Kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK, 

termasuk dugaan korupsi, telah menciptakan tantangan bagi reputasi lembaga ini. 

Pengawasan terhadap hakim MK menjadi isu klasik yang perlu diatasi, dan perdebatan 

mengenai model pengawasan yang tepat, baik secara internal maupun eksternal, 

menjadi topik yang mendesak untuk dicari solusinya (Aritonang, 2024). 

Di sisi lain, Corte Electoral di Uruguay memiliki kewenangan yang lebih luas 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 326 Konstitusi Uruguay, 

Corte Electoral bertindak sebagai hakim pemilu dan memiliki kekuasaan eksklusif untuk 
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membatalkan pemilu jika terjadi pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa di Uruguay 

dimulai dengan Komisi Penerima Suara, yang berfungsi sebagai organ non-permanen 

selama pemilihan umum. Keputusan yang diambil oleh Komisi ini dapat diajukan 

banding kepada Dewan Pemilihan Departemen, dan jika tidak memuaskan, dapat 

dilanjutkan ke La Corte Electoral. 

Berwenang memutuskan semua banding dan klaim terkait pemilu sebagai 

instansi terakhir. Menjadi hakim untuk semua pemilihan jabatan yang dipilih serta 

tindakan plebisit dan referendum. Keputusannya bersifat final dan tidak dapat 

dibatalkan oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan 

Administrasi. Semisal seorang kandidat merasa hasil pemilu untuk jabatan tertentu 

dimanipulasi dan mengajukan gugatan ke La Corte Electoral agar hasil tersebut 

dibatalkan. La Corte Electoral akan menyelidiki dan memutuskan sebagai instansi 

terakhir. 

Sistem ini dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa pemilu yang 

independen dan terspesialisasi, terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. La Corte 

Electoral memiliki yurisdiksi eksklusif dalam masalah pemilu, dan keputusannya tidak 

dapat diajukan banding ke lembaga peradilan lainnya (Navatta, 2007). 

Keputusan-keputusan yang diambil oleh La Corte Electoral juga mencerminkan 

perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk 

berpartisipasi dalam proses politik. Dengan memastikan bahwa semua partai politik, 

termasuk yang baru didirikan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, Corte Electoral 

mendukung pluralisme politik yang merupakan dasar dari demokrasi. 

Secara keseluruhan, keputusan-keputusan La Corte Electoral Uruguay 

berkontribusi pada legitimasi pemilu dengan memastikan bahwa proses pemilu 

berjalan dengan baik, transparan, dan adil. Dengan mengesahkan hasil pemilu, 

mengatur pendaftaran partai politik, dan mengawasi keuangan partai, Corte Electoral 

memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem demokrasi di Uruguay. 

Keputusan-keputusan ini tidak hanya menjamin keabsahan pemilu, tetapi juga 

memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis (Tealdi 

Correa, 2022). 

Perbedaan utama antara kedua lembaga ini terletak pada struktur dan 

mekanisme pengambilan keputusan. MK di Indonesia memeriksa permohonan dalam 

sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, sedangkan di Uruguay, keputusan 
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diambil berdasarkan suara mayoritas dari anggota yang ditunjuk. Hal ini 

menciptakan dinamika yang berbeda dalam pengambilan keputusan, di mana MK 

lebih terpusat pada satu lembaga, sementara Uruguay memiliki beberapa tingkatan 

dalam proses penyelesaian sengketa. Kelebihan dari kedua sistem ini adalah adanya 

kerangka hukum yang jelas dan kuat, yang mendukung integritas dan legitimasi proses 

demokrasi. 

Kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan lembaga penyelesaian sengketa 

hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay juga menjadi fokus penting dalam penelitian 

ini. Di Indonesia, batasan waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan, yaitu hanya 

tiga hari setelah hasil pemilu diumumkan, dapat menjadi kendala bagi peserta pemilu 

yang membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti. Hal ini berpotensi 

mengurangi keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, di Uruguay, 

meskipun La Corte Electoral memiliki kewenangan yang luas, keputusan yang bersifat 

final dan tidak dapat diajukan banding dapat menciptakan situasi di mana kesalahan 

tidak dapat diperbaiki. 

Aspek Mahkamah Konstitusi 
(MK) Indonesia 

La Corte Electoral Uruguay 

Dasar Hukum Undang-Undang   Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945), Pasal 24C 
Menetapkan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
untuk menyelesaikan sengketa 
hasil pemilu, termasuk pengujian 
undang-undang dan perselisihan 
kewenangan antar lembaga 
negara. Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 Mengatur fungsi 
dan kewenangan MK, 
memastikan bahwa MK 
beroperasi secara independen 
dalam sistem hukum 
menekankan pentingnya 
otonomi lembaga peradilan dalam 
menjalankan fungsinya tanpa 
campur tangan politik. 

 Konstitusi  Uruguay  (1966, 
reinst. 1985, rev. 2004), Pasal 
326 Memberikan La Corte 
Electoral kekuasaan eksklusif 
untuk bertindak sebagai hakim 
pemilu, termasuk membatalkan 
pemilu jika terjadi pelanggaran 
dan memutuskan pada tingkat 
terakhir atas banding dan klaim 
pemilu. Ley N° 7690 Mengatur 
tentang Pengadilan Pemilu, 
termasuk kewenangan dan 
prosedur yang berkaitan dengan 
tindakan serta proses pemilu, 
menekankan pentingnya otonomi 
lembaga peradilan. 

Proses Alur 
Mekanisme 
Penyelesaian 
Sengketa 

Prosedur Jelas Proses 
penyelesaian sengketa diatur
 dalam Undang- Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Prosedur jelas Proses 
penyelesaian sengketa dimulai 
dengan Komisi Penerima Suara 
(Comisiones Receptoras de votos), yang 
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Kedua lembaga ini juga menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas. Di Indonesia, kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK, seperti 

dugaan korupsi, telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga ini. 

Pemilihan Umum. Peserta pemilu 
yang merasa dirugikan dapat 
mengajukan permohonan sengketa 
kepada MK dalam waktu yang 
ditentukan. MK memeriksa 
permohonan dalam sidang pleno 
yang dihadiri oleh sembilan hakim, 
dan keputusan yang diambil 
bersifat final dan mengikat. Proses 
pendaftaran permohonan bersifat 
terbuka dan dapat dilakukan secara 
langsung atau online melibatkan 
pengajuan permohonan atau 
keberatan dalam waktu yang 
ditentukan setelah hasil pemilu 
diumumkan. 

bertugas selama pemilihan 
umum. Keputusan yang diambil 
oleh Komisi ini dapat diajukan 
banding kepada Dewan 
Pemilihan Departemen (Juntas 
Electorales Departamentales). Jika 
banding tersebut tidak 
memuaskan, pihak yang 
bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan ke Mahkamah Pemilihan 
(Corte Electoral), yang memiliki 
kewenangan eksklusif untuk 
memutuskan semua banding dan 
klaim terkait pemilu. Keputusan 
Corte Electoral bersifat final dan 
tidak dapat dibatalkan oleh 
lembaga lain melibatkan 
pengajuan permohonan atau 
keberatan dalam waktu yang 
ditentukan setelah hasil pemilu 
diumumkan. 

Kewenangan dalam 
Menyelesaikan 

Sengketa Pemilu 

Menguji undang-undang 
terhadap UUD 1945., 
Menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu. Memutuskan 
pembubaran partai politik 
berfungsi sebagai lembaga yang 
mengawasi dan menjamin 
keadilan dalam proses pemilu, 
dengan kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu. 

Menangani pendaftaran partai 
politik dan kandidat. 
Menyelesaikan keberatan dan 
klaim terkait pemilu. 
Memutuskan banding terkait 
tindakan dan prosedur pemilu. 
Berfungsi sebagai lembaga  
yang   mengawasi   dan menjamin 
keadilan dalam proses pemilu, 
dengan kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu. 

Hasil Penyelesaian 
Putusan 

Keputusan MK bersifat 
mengikat, dapat menyatakan 
undang-undang tidak berlaku. 
Mempertimbangkan pelanggaran 
yang mempengaruhi kualitas 
pemilu, seperti pemungutan 
suara ulang. Memastikan semua 
partai politik memiliki 
kesempatan untuk berpartisipasi 
dalam proses politik. 

Keputusan La Corte Electoral 
bersifat final dan tidak dapat 
digugat di pengadilan lain. 
Memberikan keputusan yang adil 
dan transparan dalam 
menyelesaikan keberatan 
pendaftaran. Mendukung 
pluralisme politik dengan 
memberikan kesempatan kepada 
semua partai untuk berpartisipasi. 
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Di Uruguay, meskipun La Corte Electoral berupaya untuk menjaga integritas pemilu, 

kurangnya pengawasan independen dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan 

dan objektivitas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, reformasi dalam desain 

kelembagaan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas menjadi penting untuk 

memastikan bahwa kedua lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik 

(Eddyono, 2018) 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat kesamaan dalam tujuan dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa hasil 

pemilu di Indonesia dan Uruguay, perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan 

tantangan yang dihadapi mencerminkan konteks hukum dan politik yang berbeda di 

masing-masing negara. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, diharapkan 

dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa 

pemilu di kedua negara. 

Berikut 5 Tabel persamaan , perbedaaan , kelebihan, kekurangan serta tabel 

perbandingan dari pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan 

Uruguay. 

TABEL 1. Persamaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan La 

Corte Electoral di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu 

 
TABEL 2. Perbedaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan La Corte 

Electoral di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu 
   

Aspek Indonesia Uruguay 

Dasar Hukum Undang-Undang  Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945), Pasal 24C 
Menetapkan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi (MK) untuk 
menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu.. Undang - Undang   
Nomor 24 Tahun 2003 Mengatur 
fungsi dan kewenangan MK dalam 
sistem hukum Indonesia. MK 
memiliki kewenangan untuk menguji 
undang-undang dan memutuskan 
pembubaran partai politik 

Konstitusi Uruguay (1966, reinst. 
1985, rev. 2004), Pasal 326 
Memberikan La Corte Electoral 
kekuasaan eksklusif untuk 
bertindak sebagai hakim pemilu. 
tetapi tidak memiliki kewenangan
 untuk membatalkan undang-
undang. Ley N° 7690 Mengatur 
tentang Pengadilan Pemilu, 
termasuk kewenangan dan 
prosedur yang berkaitan dengan 
tindakan serta proses pemilu. 

Proses Alur 
Mekanisme 
Penyelesaian 

Proses penyelesaian sengketa di 
Indonesia dimulai dengan pengajuan 
permohonan kepada MK, yang harus 

Di  Uruguay,  proses  dimulai 
dengan Komisi Penerima Suara 
(Comisiones Receptoras de votos),, 
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TABEL 3. Kelebihan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan La Corte 

Electoral di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu 

Sengketa dilakukan dalam waktu yang 
ditentukan setelah hasil pemilu 
diumumkan. MK memeriksa 
permohonan  dalam sidang pleno 
yang dihadiri oleh sembilan hakim, 
dan keputusan yang  diambil  bersifat  
final dan mengikat. 

yang bertugas selama pemilihan 
umum. Keputusan yang diambil 
oleh Komisi ini dapat diajukan 
banding kepada Dewan Pemilihan 
Departemen (Juntas Electorales 
Departamentales), dan jika tidak 
memuaskan, dapat dilanjutkan ke  
Corte Electoral. Keputusan Corte 
Electoral bersifat final dan tidak 
dapat dibatalkan oleh lembaga lain. 

Kewenangan 
dalam 

Menyelesaikan 
Sengketa Pemilu 

Menguji undang-undang, 
menyelesaikan sengketa hasil pemilu, 
memutuskan pembubaran partai 
politik. 

Menangani pendaftaran partai 
politik, memutuskan banding dan 
klaim terkait pemilu. 

Hasil Penyelesaian 
Putusan 

Keputusan bersifat final dan 
mengikat; dapat menyatakan 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak 
berlaku. 

Keputusan bersifat final dan 
tidak dapat diajukan banding ke 
pengadilan lain. 

Aspek Indonesia Uruguay 

Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun  
1945  (UUD 1945), Pasal 24C 
Menetapkan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
untuk menyelesaikan sengketa 
hasil Pemilu. Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 mengatur 
fungsi dan kewenangan MK 
dalam sistem hukum Indonesia. 
Kewenangan MK untuk menguji 
undang-undang   memberikan 
kekuatan dalammenjaga 
konstitusi. 

Konstitusi Uruguay (1966, reinst. 
1985, rev. 2004), Pasal 326 
memberikan La Corte Electoral 
kekuasaan eksklusif untuk 
bertindak sebagai hakim pemilu. 
Ley N° 7690 mengatur tentang 
Pengadilan Pemilu, termasuk 
kewenangan dan prosedur yang 
berkaitan dengan tindakan serta 
proses  pemilu.  La  Corte 
Electoral memiliki kerangka hukum 
yang jelas untuk pengaturan 
pemilu,memastikan partai yang 
memenuhi syarat dapat 
berpartisipasi. 

Proses Alur 
Mekanisme 
Penyelesaian 

Sengketa 

Proses penyelesaian sengketa di 
Indonesia dimulai dengan 
pengajuan permohonan kepada 
MK yang harus dilakukan dalam 
waktu yang ditentukan setelah 
hasil pemilu diumumkan, MK 
memeriksa permohonan dalam 
sidang pleno yang dihadiri oleh 

Di Uruguay proses dimulai dengan 
Komisi Penerima Suara yang 
bertugas selama pemilihan umum. 
Keputusan yang diambil oleh 
Komisi ini dapat diajukan banding 
kepada Dewan 
PemilihanDepartemen, dan juka 
tidak memuaskan dapat 
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TABEL 4. Kekurangan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan La Corte 

Electoral di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu 

sembilan hakim dan keputusan 
yang diambil bersifat final dan 
mengikat memiliki proses yang 
terstruktur dan jelas, 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas 

dilanjutkan ke Corte Electoral. 
Keputusan Corte Electoral  bersifat 
final dan tidak dapat dibatalkan 
oleh lembaga lain. Memiliki proses 
yang terstruktur, jelas, 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas. 

Kewenangan 
Penyelesaian 

Sengketa Pemilu 

Menguji undang-undang, 
menyelesaikan sengketa hasil 
pemilu, memutuskan 
pembubaran partai politik. 
Memiliki kewenangan yang jelas, 
terstruktur, mendukung 
transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses pemilu. 

Menangani pendaftaran partai 
politik, memutuskan banding dan 
klaim terkait pemilu. Memiliki 
kewenangan yang jelas dan 
terstruktur, mendukung 
transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses pemilu. 

Hasil Penyelesaian 
Putusan 

Keputusan bersifat final dan 
mengikat, dapat menyatakan 
menyatakan undang-undang 
tidak berlaku, memberikan 
kepastian hukum yang penting 
dalam menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap hasil 
pemilu. 

Keputusan bersifat final dan 
tidak dapat diajukan banding ke 
pengadilan lain. memberikan 
kepastian hukum yang penting 
dalam menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap hasil pemilu. 

Aspek Indonesia Uruguay 

Dasar Hukum 
 

 
 
 
 
 
 

Batasan waktu yang ketat untuk 
pengajuan permohonan (hanya 
tiga hari) dapat menjadi kendala 
bagi peserta pemilu yang 
membutuhkan waktu lebih untuk 
mengumpulkan bukti. Keputusan 
MK yang final dapat mengurangi 
kepercayaan publik  jika 
dianggap tidak adil. 

Kewenangan La Corte Electoral 
yang bersifat final dan tidak dapat 
diajukan banding dapat 
mengakibatkan keputusan yang 
tidak memuaskan bagi pihak yang 
merasa dirugikan. Potensi 
pengaruh politik tetap ada 
meskipun ada upaya menjaga 
independensi. 

Alur Proses 
Mekanisme 
Penyelesaian 

Sengketa 
 
 
 

Proses pengajuan permohonan 
yang rumit dan ketat dapat 
menjadi hambatan bagi individu 
atau kelompok yang tidak 
memiliki akses atau pemahaman 
yang cukup tentang prosedur 
hukum. Waktu  untuk  
melengkapi permohonan juga 

Meskipun ada mekanisme untuk 
mengajukan keberatan, batas 
waktu yang ketat dapat 
menghalangi partisipasi pemilih 
yang merasa dirugikan. 
Kurangnya pengawasan eksternal 
dapat mengurangi akuntabilitas. 
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TABEL 5. Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil 
Pemilu Indonesia dan Uruguay 

  

Aspek Perbandingan 

 terbatas. 

Kewenangan 
Lembaga 

Penyelesaian 
Sengketa Pemilu 

 
 

Proses pengajuan permohonan 
yang rumit dapat menjadi 
hambatan bagi pemohon. Waktu 
terbatas untuk mengajukan 
keberatan setelah hasil pemilu 
diumumkan dapat 
mengakibatkan ketidakadilan. 

Keputusan yang bersifat final dan 
tidak dapat diajukan banding 
dapat menciptakan situasi di 
mana kesalahan tidak dapat 
diperbaiki. Kurangnya 
pengawasan independen dapat 
menimbulkan keraguan tentang 
keadilan. 

Hasil Penyelesaian 
Putusan 

 
 
 
 
 

Keputusan MK sering kali 
dipengaruhi oleh isu-isu 
eksternal, seperti tekanan politik. 
Kasus-kasus negatif yang 
melibatkan hakim MK dapat 
menurunkan kepercayaan 
masyarakat. 

Keputusan yang bersifat final 
dan tidak dapat diajukan banding 
dapat menciptakan situasi di 
mana kesalahan tidak dapat 
diperbaiki. Kurangnya 
pengawasan independen dapat 
menimbulkan keraguan tentang 
keadilan. 
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Dasar Hukum a. Persamaan Kedua negara memberikan kewenangan kepada lembaga 
peradilan untuk menangani sengketa pemilu. Di Indonesia, MK 
diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, 
sedangkan di Uruguay, La Corte Electoral diatur oleh Konstitusi dan 
Ley N° 7690.Keduanya menekankan pentingnya otonomi lembaga 
peradilan dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan politik. 

b. Perbedaan Di Indonesia, batas waktu pengajuan permohonan 
sengketa adalah tiga hari setelah hasil pemilu diumumkan, 
sedangkan di Uruguay, meskipun ada batas waktu, proses banding 
dapat berlangsung lebih lama. Struktur hukum di Uruguay 
menekankan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas 
dari anggota yang ditunjuk, sedangkan di Indonesia, keputusan MK 
diambil oleh sembilan hakim. 

c. Kelebihan Keduanya memiliki kerangka hukum yang jelas dan kuat, 
yang mendukung integritas dan legitimasi proses demokrasi. 

d. Kekurangan batasan waktu yang ketat di Indonesia dapat menjadi 
kendala, sedangkan di Uruguay, keputusan final tanpa kemungkinan 
banding dapat mengakibatkan ketidakpuasan. 

Alur Proses 
Mekanisme 
Penyelesaian 

Sengketa 

a. Persamaan Proses penyelesaian sengketa di kedua negara melibatkan 
pengajuan permohonan atau keberatan dalam waktu yang ditentukan 
setelah hasil pemilu diumumkan.Keduanya memiliki prosedur yang 
jelas untuk menangani sengketa, yang penting untuk memastikan 
keadilan dan transparansi. 

b. Perbedaan Di Indonesia, MK memeriksa permohonan dalam sidang 
pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, sedangkan di Uruguay, 
proses dimulai dengan Komisi Penerima Suara yang bertugas selama 
pemilihan umum.Proses di Uruguay memiliki beberapa tingkatan, 
yang memungkinkan pihak-pihak untuk mendapatkan keadilan 
melalui banding, sedangkan di Indonesia, proses lebih terpusat pada 
MK. 

c. Kelebihan Proses yang terstruktur dan jelas di kedua negara 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

d. Kekurangan Proses pengajuan permohonan yang rumit di Indonesia 
dapat menjadi hambatan bagi pemohon, sedangkan di Uruguay, batas 
waktu yang ketat untuk mengajukan banding dapat menghalangi 
partisipasi pemilih. 
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Kewenangan 
Lembaga 

Penyelesaian 
Sengketa Pemilu 

a. Persamaan Keduanya berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan 
menjamin keadilan dalam proses pemilu, dengan kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa hasil pemilu. 

b. Perbedaan MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-
undang dan memutuskan pembubaran partai politik, sedangkan La Corte 
Electoral lebih fokus pada pengaturan penyelenggaraan pemilihan 
umum dan pengelolaan keuangan partai politik. 

c. Kelebihan Kewenangan yang jelas dan terstruktur di kedua lembaga 
mendukung transparansi dan akuntabilitas. 

d. Kekurangan Proses pengajuan permohonan yang rumit di Indonesia 
dapat menjadi hambatan, sedangkan di Uruguay, kurangnya 
pengawasan eksternal dapat mengurangi akuntabilitas. 

Hasil Penyelesaian 
Putusan 

a. Persamaan Keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga 
bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi 
semua pihak yang terlibat. 

b. Perbedaan MK dapat menyatakan undang-undang yang 
bertentangan dengan UUD 1945 tidak berlaku, sedangkan La  
Corte  Electoral mengesahkan hasil pemilu yang tidak dapat digugat di 
pengadilan lain. 

c. Kelebihan Keduanya diwajibkan untuk mempublikasikan hasil 
pemilu dan laporan keuangan partai politik, mencerminkan 
komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. 

d. Kekurangan Keputusan MK sering kali dipengaruhi oleh isu-isu 
eksternal, sedangkan keputusan La Corte Electoral yang bersifat final 
dapat menciptakan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki. 

 

2. Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 

Indonesia dan Uruguay 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan lembaga penyelesaian 

sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay memiliki persamaan dan perbedaan 

yang signifikan. Dalam konteks kepastian hukum, baik Mahkamah Konstitusi (MK) di 

Indonesia maupun La Corte Electoral di Uruguay memberikan keputusan yang bersifat 

final dan mengikat, yang tidak dapat diajukan banding. Hal ini memberikan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, yang merupakan elemen 

penting dalam menjaga stabilitas sistem demokrasi (Kansil & Nadilatasya, 2024). 

Namun, terdapat perbedaan dalam dampak hukum yang dihasilkan oleh masing-

masing lembaga. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang dapat menciptakan dampak yang lebih 

luas terhadap kebijakan publik. Sebaliknya, La Corte Electoral tidak memiliki 

kewenangan untuk membatalkan undang-undang, yang membatasi efektivitasnya dalam 
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menangani pelanggaran yang lebih luas dalam sistem pemilu. Kelebihan dari kedua sistem 

ini adalah adanya kerangka hukum yang jelas dan kuat, yang mendukung integritas dan 

legitimasi proses demokrasi. 

Dalam hal legitimasi proses demokrasi, keputusan yang diambil oleh MK 

berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik, terutama ketika 

masyarakat melihat bahwa sengketa diselesaikan secara adil. Di Uruguay, La Corte Electoral 

juga berfungsi untuk menjaga legitimasi proses demokrasi, tetapi keputusan yang bersifat 

final dan tidak dapat diajukan banding dapat menyebabkan situasi di mana kesalahan 

dalam keputusan tidak dapat diperbaiki, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap hasil pemilu. Kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan lembaga penyelesaian 

sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay juga menjadi fokus penting dalam 

penelitian ini. Di Indonesia, MK mengadakan sidang terbuka yang dapat diakses oleh 

publik, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelesaian 

sengketa. Kelebihan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses 

hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Di sisi lain, La 

Corte Electoral diwajibkan untuk mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan 

partai politik, yang juga menciptakan transparansi. Namun, pengawasan oleh delegasi 

partai di Uruguay tidak selalu menjamin akuntabilitas yang efektif, terutama jika tidak ada 

mekanisme yang kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran. 

Dalam hal efektivitas penyelesaian sengketa, kedua lembaga memiliki mekanisme 

yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa. MK menetapkan batas waktu 

yang ketat untuk pengajuan permohonan, yang dapat mempercepat proses tetapi juga 

berisiko menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang memerlukan lebih banyak waktu. Di 

Uruguay, proses yang dimulai dengan Komisi Penerima Suara memberikan lebih banyak 

kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding, sehingga 

meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

kesamaan dalam tujuan dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di 

Indonesia dan Uruguay, perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan tantangan yang 

dihadapi mencerminkan konteks hukum dan politik yang berbeda di masing-masing 

negara. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, diharapkan dapat diambil 

langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di kedua 

negara. 
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Berikut 5 Tabel persamaan , perbedaaan , kelebihan, kekurangan serta tabel 

perbandingan Akibat Hukum pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia 

dengan Uruguay. 

TABEL 6. Persamaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian 
Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay 

  

Aspek Indonesia (Mahkamah 
Konstitusi) 

Uruguay (La Corte 
Electoral) 

Kepastian 
Hukum 

Keputusan bersifat final dan 
mengikat, tidak dapat diajukan 
banding. Ini memberikan 
kepastian hukum bagi semua 
pihak yang terlibat dalam 
proses 
pemilu. 

Keputusan bersifat final dan 
mengikat, tidak dapat diajukan 
banding. Ini memberikan kepastian 
hukum bagi semua pihak yang 
terlibat dalam proses 
pemilu. 

Legitimasi 
Proses 

Demokrasi 

Keputusan MK berkontribusi 
pada legitimasi hasil pemilu 
dan kepercayaan publik. 

Keputusan La Corte Electoral 
berkontribusi pada legitimasi hasil 
pemilu dan kepercayaan publik. 

Transparansi 
dan 

Akuntabilitas 

Sidang terbuka yang dapat 
diakses oleh publik. 

Wajib mempublikasikan hasil 
pemilu dan laporan keuangan 
partai politik. 

Efektivitas 
Penyelesaian 

Sengketa 

Memiliki mekanisme yang 
cepat dan terstruktur untuk 
menyelesaikan sengketa. 

Memiliki mekanisme yang cepat dan 
terstruktur untuk menyelesaikan 
sengketa. 

 
TABEL 7. Persamaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian 

Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay 
  

Aspek Indonesia (Mahkamah 
Konstitusi) 

Uruguay (La Corte Electoral) 

Kepastian Hukum Keputusan bersifat final dan 
mengikat, tidak dapat diajukan 
banding. MK memiliki 
kewenangan untuk 
membatalkan undang- undang. 

Keputusan bersifat final dan 
mengikat, tidak dapat diajukan 
banding. La Corte Electoral tidak 
memiliki kewenangan untuk 
membatalkan undang- undang. 

Legitimasi Proses 
Demokrasi 

Keputusan MK berkontribusi 
pada legitimasi hasil pemilu 
dan kepercayaan publik. 
Keputusan MK dapat 
memperbaiki kesalahan yang 
mempengaruhi hasil pemilu. 

Keputusan La Corte Electoral 
berkontribusi pada legitimasi hasil 
pemilu dan kepercayaan publik. 
Keputusan La Corte Electoral bersifat 
final dan tidak dapat diajukan 
banding, berisiko tidak dapat 
memperbaiki kesalahan. 
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Transparansi dan 
Akuntabilitas 

Sidang terbuka yang dapat 
diakses oleh publik. 
Pengawasan lebih bergantung 
pada proses internal lembaga. 

Wajib mempublikasikan hasil pemilu 
dan laporan keuangan partai politik. 
Pengawasan oleh delegasi partai 
memberikan lapisan tambahan 
akuntabilitas. 

Efektivitas 
Penyelesaian 

Sengketa 

Memiliki mekanisme yang 
cepat dan terstruktur untuk 
menyelesaikan sengketa. Batas 
waktu ketat dapat 
menciptakan ketidakadilan 
bagi pihak yang memerlukan 
lebih banyak waktu. 

Memiliki mekanisme yang cepat dan 
terstruktur untuk menyelesaikan 
sengketa. Proses memberikan lebih 
banyak kesempatan untuk 
mengajukan banding. 

 
TABEL 8. Kelebihan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian 

sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay 

Aspek Indonesia 
(Mahkamah Konstitusi) 

Uruguay (La Corte 
Electoral) 

Kepastian Hukum Kewenangan untuk memberikan 
keputusan final dan mengikat, 
tidak dapat diajukan banding, 
menciptakan stabilitas hukum. 

Keputusan final dan mengikat, 
tetapi tidak memiliki kewenangan 
untuk membatalkan undang-
undang, tetap   menjaga 
kepercayaan masyarakat. 

Legitimasi Proses 
Demokrasi 

Keputusan MK berkontribusi 
pada legitimasi hasil pemilu dan 
kepercayaan publik, penting  
untuk stabilitas politik. 

La Corte Electoral menjaga 
legitimasi proses demokrasi, 
keputusan final memberikan 
kepastian bahwa hasil 
mencerminkan suara rakyat. 

Transparansi dan 
Akuntabilitas 

Sidang terbuka yang dapat 
diakses publik, meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi. 

Wajib mempublikasikan hasil 
pemilu dan laporan keuangan 
partai, pengawasan oleh delegasi 
partai menambah akuntabilitas. 

Efektivitas 
Penyelesaian 

Sengketa 

Mekanisme cepat dan terstruktur 
untuk menyelesaikan sengketa, 
tetapi batas waktu ketat dapat 
menciptakan ketidakadilan. 
Menunjukkan komitmen untuk 
menangani masalah yang 
muncul selama pemilu. 

Mekanisme cepat dan terstruktur, 
proses yang dimulai dengan 
Komisi Penerima Suara 
memberikan lebih banyak 
kesempatan untuk mengajukan 
banding. Menunjukkan komitmen 
untuk menangani masalah yang 
muncul selama pemilu. 

 
TABEL 9. Kekurangan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian 

sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay 
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Aspek 

Kekurangan di 
Indonesia (Mahkamah 

Konstitusi) 

Kekurangan di 
Uruguay (La Corte 

Electoral) 

Kepastian Hukum Meskipun MK memiliki 
kewenangan membatalkan hasil 
pemilu, dalam beberapa kasus 
teknis, terdapat batasan 
koreksi terhadap kesalahan 
administratif yang dapat 
memengaruhi hasil pemilu. 

Ketidakmampuan membatalkan 
hasil pemilu meskipun terdapat 
kesalahan yang nyata dapat 
merugikan keadilan bagi peserta 
pemilu. 

Legitimasi Proses 
Demokrasi 

Kasus-kasus negatif yang 
melibatkan hakim MK, seperti 
dugaan korupsi, dapat 
merusak kepercayaan publik. 

Keputusan final yang tidak dapat 
diajukan banding dapat 
menyebabkan kesalahan yang 
tidak dapat diperbaiki, merusak 
kepercayaan masyarakat. 

Transparansi dan 
Akuntabilitas 

Meskipun sidang terbuka, ada 
kekurangan dalam pengawasan 
terhadap hakim- hakimnya 
yang menciptakan keraguan 
tentang integritas. 

Pengawasan oleh delegasi partai 
tidak selalu menjamin akuntabilitas 
yang efektif tanpa mekanisme 
yang kuat untuk menindaklanjuti 
pelanggaran. 

Efektivitas 
Penyelesaian 

Sengketa 

Batas waktu ketat untuk 
pengajuan permohonan dapat 
menciptakan ketidakadilan bagi 
pihak yang memerlukan lebih 
banyak waktu. 

Kompleksitas prosedur dan    
waktu    yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sengketa dapat 
menghambat aksesibilitas bagi 
peserta pemilu. 

 
TABEL 10. Perbandingan akibat hukum pengaturan lembaga 
penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay 

  

Aspek Indonesia (Mahkamah Konstitusi) 
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Kepastian Hukum a. Persamaan Baik MK di Indonesia maupun La 
Corte Electoral di Uruguay memberikan keputusan 
yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat 
diajukan banding. Ini memberikan kepastian 
hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam 
proses pemilu. 

b. Perbedaan MK memiliki kewenangan untuk 
membatalkan undang-undang yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945, yang dapat 
menciptakan dampak yang lebih luas terhadap 
kebijakan publik. Sementara itu, La Corte Electoral 
tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan 
undang-undang, yang membatasi efektivitasnya 
dalam menangani pelanggaran yang lebih luas. 

c. Kelebihan Keduanya memberikan kepastian 
hukum yang penting dalam menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap hasil pemilu. 

d. Kekurangan Meskipun MK memiliki kewenangan 
untuk membatalkan hasil pemilu, terdapat batasan 
dalam mengoreksi kesalahan administratif yang 
dapat memengaruhi hasil pemilu. Di sisi lain, La 
Corte Electoral tidak memiliki kewenangan untuk 
membatalkan hasil pemilu meskipun terdapat 
kesalahan yang nyata, yang dapat merugikan 
keadilan bagi peserta pemilu. 

Legitimasi Proses Demokrasi a. Persamaan Keputusan yang diambil oleh kedua 
lembaga berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu 
dan kepercayaan publik, terutama ketika 
masyarakat melihat bahwa sengketa diselesaikan 
secara adil. 

b. Perbedaan Di Indonesia, MK dapat memperbaiki 
kesalahan yang mempengaruhi hasil pemilu, 
sedangkan di Uruguay, keputusan La Corte 
Electoral yang bersifat final dan tidak dapat 
diajukan banding dapat menyebabkan situasi di 
mana kesalahan tidak dapat diperbaiki. 

c. Kelebihan Keduanya berfungsi untuk menjaga 
legitimasi proses demokrasi, yang sangat penting 
untuk stabilitas politik. 

d. Kekurangan Kasus-kasus negatif yang melibatkan 
hakim MK dapat merusak reputasi dan 
menurunkan kepercayaan publik, sedangkan di 
Uruguay, keputusan yang tidak dapat diperbaiki 
dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem pemilu. 
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Transparansi dan Akuntabilitas a. Persamaan Keduanya menekankan pentingnya 
transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. 
MK mengadakan sidang terbuka, sementara La 
Corte Electoral diwajibkan untuk mempublikasikan 
hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik. 

b. Perbedaan Pengawasan di Indonesia lebih 
bergantung pada proses internal lembaga, 
sedangkan di Uruguay, pengawasan oleh delegasi 
partai memberikan lapisan tambahan akuntabilitas. 

c. Kelebihan Keterbukaan dalam proses penyelesaian 
sengketa meningkatkan akuntabilitas dan 
kepercayaan publik. 

d. Kekurangan Isu-isu negatif yang melibatkan 
hakim MK dapat menciptakan keraguan tentang 
integritas, sedangkan pengawasan oleh delegasi 
partai di Uruguay tidak selalu menjamin 
akuntabilitas yang efektif. 

Efektivitas Penyelesaian Sengketa a. Persamaan Keduanya memiliki mekanisme yang 
cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan 
sengketa, yang penting dalam konteks pemilu 
yang sering kali membutuhkan penyelesaian yang 
segera. 

b. Perbedaan Di Indonesia, batas waktu yang ketat 
untuk pengajuan permohonan dapat 
mempercepat proses tetapi juga berisiko 
menciptakan ketidakadilan. Di Uruguay, proses 
yang dimulai dengan Komisi Penerima Suara  
memberikan lebih banyak kesempatan untuk 
mengajukan banding. 

c. Kelebihan Mekanisme yang cepat dan 
terstruktur di kedua negara menunjukkan 
komitmen untuk menangani masalah yang 
muncul selama pemilu. 

e. Kekurangan Batas waktu yang ketat di Indonesia 
dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang 
memerlukan lebih banyak waktu, sedangkan 
kompleksitas prosedur di Uruguay dapat 
menghambat aksesibilitas bagi peserta pemilu 
yang merasa dirugikan. 

   

Simpulan  

Pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay 

memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga 

integritas dan legitimasi proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia 

berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil pemilu dengan kewenangan untuk 



  
 

Perbandingan Pengaturan Lembaga … (Dewi Sri Wulan, Yunas Derta Luluardi) │21 

Vol. 05, No. 01, Jun 2025: 1-30 Manabia:  
Journal of Consitutional Law 

menguji undang-undang dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Keputusan yang 

diambil oleh MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua 

pihak yang terlibat. Namun, batasan waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan 

dapat menjadi kendala bagi peserta pemilu yang memerlukan waktu lebih untuk 

mengumpulkan bukti. Di sisi lain, La Corte Electoral di Uruguay memiliki kewenangan yang 

lebih luas dalam mengatur penyelenggaraan pemilu dan menyelesaikan sengketa. Lembaga 

ini berfungsi sebagai pengadilan khusus pemilu yang independen dan permanen, dengan 

keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Meskipun demikian, 

ketidakmampuan untuk membatalkan undang-undang dapat membatasi efektivitasnya 

dalam menangani pelanggaran yang lebih luas. 

Kedua lembaga ini memiliki kelebihan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, di 

mana MK mengadakan sidang terbuka dan La Corte Electoral diwajibkan untuk 

mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik. Namun, tantangan tetap 

ada, seperti isu-isu negatif yang melibatkan hakim MK dan potensi pengaruh politik terhadap 

keputusan La Corte Electoral. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan agar 

Indonesia mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang 

independen dan permanen, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman sukses Uruguay. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, 

serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. 
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